Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
merupakan instrumen penilaian yang digunakan Tim MONEV
SPBE untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE di
Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

. Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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pada tan




5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
IS7);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 154);
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WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 210 /KPTS/DISKOMINFO /2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI
3 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal pasal 71
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
70 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Penetapan Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kota
Prabumulih (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

11

jor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
baran Negara Republik Indonesia
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